
 

1 | C o p y r i g h t  L P P I  @ 2 0 2 2  
 

OPTIMALISASI ASURANSI KETAHANAN BENCANA 

Oleh : Tim Riset Stabilitas LPPI 

 

Dunia Pandemi Covid-19 sebagai jenis bencana 

non-alam telah menggerus industri asuransi jiwa. 

Sebabnya bukan karena melonjaknya jumah 

orang sakit pandemi yang membuat penjaminan 

kewalahan, tapi faktor lain. Seperti diketahui, 

pasien Covid-19 pengobatannya ditanggung 100 

persen oleh Pemerintah.  

Sebagaimana diketahui, industri asuransi 

terutama di lini proteksi kesehatan sudah dua 

tahun terakhir mengalami masa-masa berat. Sejak pelemahan sektor jasa ini di 2018, sebagian 

perusahaan asuransi jiwa fokus memasarkan produk-produk asuransi berbalut investasi seperti unit 

link. Bahkan, unit link menjadi tulang punggung bisnis asuransi jiwa. Namun, karena terlalu dipenuhi 

oleh produk-produk berbasis investasi bergaransi, perusahaan asuransi jiwa menjadi agresif masuk ke 

saham dan reksa dana. Ujungnya adalah maraknya kasus gagal bayar. 

Kasus Jiwasraya dan Asabri menjadi cermin bagaimana industri asuransi yang terkoneksi dengan pasar 

modal dan dikelola dengan praktik tata kelola yang semberono akan berbuntut merugi. Lebih lanjut, 

pada saat pandemi yang telah merontokkan pasar modal, banyak perusahaan asuransi yang pada 

akhirnya tertimpa masalah karena tekanan pada kinerja pasar modal akibat resesi. 

Di luar bahasan industi asuransi mainstream di Indonesia, terdapat satu peluang besar celah bagi industri 

asuransi nasional yakni asuransi bencana. Riset kali ini ini akan membahas asuransi bencana sebagai 

pelengkap bahasan asuransi secara umum yang telah di bahas pada bagian lain edisi kali ini. 

 

ASURANSI BENCANA 

Kenapa Indonesia sangat butuh asuransi bencana? Terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya. 

Faktor utama dan pertama adalah letak geografis Indonesia yang berada di atas kompor bumi ring of 

fire Pasifik. Faktor kedua adalah perubahan iklim serta yang terakhir, cakupan asuransi bencana itu 

sendiri yang masih minim. Terakhir, kebutuhan untuk mewujudkan ketangguhan bencana. 

Sebagai negara yang terletak di atas cincin api, gempa dan tsunami menjadi momokyang perlu 

diperhatikan. Beberapa kejadian tsunami di Indonesia jelas memperlihatkan bahwa  bencana ini 

meluluhlantakan perekonomian daerah yang terkena gempa. Contohnya adalah gempa di Palu dan NTB, 

dua gempa terbesar terakhir yang menjadi perhatian nasional, telah memaksa kedua daerah tersebut 

untukmenanggung kerugian yang tidak sedikit.  

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan gempa bumi di Lombok dan 

Sumbawa pada tahun 2018 menimbulkan kerusakan dan kerugian Rp17,13 triliun. Sedangkan gempa 

bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah menyebabkan kerugian dan kerusakan lebih dari Rp 13,82 triliun. 

Angka kerugian bencana tersebut pada belum ditambah dengan kerugian bencana non gempa dan 

tsunami yang terjadi di Indonesia.  

 

Praktik asuransi bencana di 

Indonesia masih sangat minim. 

Padahal jika dioptimalkan ia bisa 

menciptakan beragam efek 

pengganda yang tidak bisa 

diremehkan. 
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Angka kejadian bencana di Indonesia terus meningkat. Selama kurun waktu 2015-2019, angka kejadian 

bencana terus meningkat. Data BNPB menyebutkan pada tahun 2019 terdapat kejadian bencana 

sebanyak 3.814 kejadian, sebanyak 3.397 kejadian di 2018, sebanyak 2.866 kejadian di 2017 sebanyak 

2.306 kejadian di 2016 dan sebanyak 1.694 kejadian di 2015. Meskipun angka kejadian pada 2020 turun, 

yakni terdapat 2.946 kejadian bencana, tidak serta merta hal tersebut menjadikan Indonesia aman dari 

ancaman bencana yang setiap waktu mengintai. 

Grafik 1 

Jumlah Kejadian Bencana di Indonesia : 2015-2020 

 

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) – 2021  

Lebih lanjut, kejadian bencana 2020  terdiri dari dari 2.945 bencana alam dan 1 bencana non-alam. 

Bencana non alam yaitu pandemi Covid-19. Jenis bencana alam yang paling banyak tercatat oleh BNPB 

yaitu banjir sebanyak 1.075 kejadian, kemudian disusul bencana puting beliung 880, tanah longsor 576 

kejadian, kebakaran hutan dan lahan 326 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 36 kejadian.  

Selanjutnya terdapat bencana kekeringan 29 kejadian, gempa bumi 16 kejadian dan erupsi gunung api 7 

kejadian. Selanjutnya, bencana alam sepanjang 2020 mengakibatkan korban luka-luka 536 jiwa, 

meninggal dunia 370 jiwa dan hilang 39 orang. Serangkaian bencana yang terjadi tersebut menyebabkan 

lebih dari enam juta warga menderita dan mengungsi.Banjir, puting beliung dan kekeringan adalah 

contoh bencana yang kerap diasosiasikan  dengan perubahan iklim. 

Faktor ketiga yang mendorong perlu adanya asuransi bencana adalah cakupan asuransi bencana tersebut 

yang masih kecil. Hal ini bisa dilihat dari gap klaim asuransi bencana yangmasih kecil. Data dari 

Reasuransi Maskapai Asuransi Indonesia dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (Maipark) 

menunjukkan celah atau gap proteksi asuransi dengan kerugian ekonomi akibat sepuluh bencana gempa 

bumi di Indonesia mencapai Rp133,82 triliun.  

Kesepuluh bencana gempa bumi tersebut terjadi antara tahun 2004-2018, mulai dari gempa dan tsunami 

Aceh pada 26 Desember 2004 hingga tsunami Selat Sunda akibat yang terjadi 22 Desember 2018. Total 

kerugian kerugian ekonomi dari sepuluh bencana gempa bumi tersebut adalah sebesar Rp141,53 triliun. 

Sedangkan klaim asuransi yagn tercatat dari sepuluh bencana tersebuthanya sebesar Rp 7,71 triliun. 

Angka ini menghasilkan rasio rata-rata rasio perlindungan asuransi dari gempa bumi tersebut adalah 

1,31 persen dari kerugian ekonomi. 
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EKONOMI BENCANA 

Sesiap apapun sebuah perekonomian dalam menghadapi bencana alam, kerugian akibat bencana tidak 

bisa dikesampingkan. Namun demikian, semakin siap sebuah negara dalam menghadapi bencana maka 

risiko yang timbul bisa diminimalisir. Kesiapan menghadapi bencana juga menjadikan proses pemulihan 

pasca bencana semakin cepat. Pada akhirnya ketahanan bencana akan menguat.  

Kepentingan akan adanya ketahanan bencana yang kuat, memberi angin segara bagi industri jasa asuransi 

bancana. Di sisi lain, ketahanan bencanaakan mendorong pembangunan ekonomi berbasis mitigasi 

bencana.Setidaknya, objek yang hendak diasuransikan kepada penyedia jasa asuransi bencana setidaknya 

harus memenuhi asuransi misal konstruksi gedung yang lebih kokoh, pemberlakuan safety building dan 

lokasi objek yang tidak berada pada daerah rawa bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh tata 

ruang yang tidak baik.  

Pembangunan ekonomi berbasis mitigasi bencana akan mampu menciptakan efek pengganda bagi 

perekonomian. Setidaknya ada dua keuntungan, pertama menimbulkan permintaan turunan dan 

opportunity cost karena kemampuan meminimalisasi bencana. Biaya pemulihan pasca bencana (cost 

recovery) bisa ditekan.  

Permintaan  turunan pembangunan yang berbasis mitigasi antara lain berkembangnya teknologi 

pembangunan gedung yang bisa mengadopsi efek gempa hingga 8 skala richter. Pada awalnya memang 

mungkin teknologi tersebut mahal, namun apabila sudah menjadi industri, akan menjadi murah dan 

terjangkau.  Sebagai awalan, bisa diinisiasi oleh pemerintah dengan mensyaratkan bahwa setiap 

pembangunan gedung pemerintahan yang baru harus mengadopsi teknologi tersebut.  

Selain sektor konstruksi, sektor yang akan bergeliat dari pembangunan yang berbasis mitigasi bencana 

adalah sektor industri penyedia alat-alat keselamatan semisal life jacket, dan perlengkapan bertahan 

hidup. Kemudian, apabila proses pembangunan telah mengadopsi risiko bencana, maka dengan 

sendirinya industri asuransi (keuangan) akan berkembang dengan sendirinya. 

Pembangunan berbasis mitigasi bencana juga akan mendukung keberlanjutan lingkungan hidup seperti 

pemanfaatan lahan yang sesuai dengan tata ruang lahan. Kasus longsor di Sukabumi beberapa waktu 

yang lalu menjadi contoh buruknya tata kelola pemanfatan lahan atau dengan kata lain  nir mitigasi 

bencana longsor.  

Dalam perspektif mikro perusahaan,mitigasi bencana memiliki berimplikasi positif bagi sebuah 

perusahaan. Noy and Vu (2010) dan Loayza et al. (2012) dalam studi literaturnya melaporkan bahwa 

bencana alam bisa mendorong pertumbuhan. Bencana alam mendorong produktivitas perusahaan 

dalam rangka bertahan di tengah bencana melalui akumulasi modal dan adaptasi terhadap teknologi 

baru.  

Leiter et al (2009) menemukan bahwa perusahaan di Eropa yang terletak di wilayah yang terdampak 

banjir pada 2000 memiliki aset dan penyerapan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak terdampak. Cole et al (2013) menemukan pabrik yang terdampak gempa Kobe 

1995 di Jepang mengalami kenaikan tingkat produktivitas. 

 

KEBIJAKAN 

Secara umum ikhtiar untuk mewujudkan ketahanan bencana nasional di Indonesia termaktub dalam UU 

24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menjadi payung bagi Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun demikian, hal tersebut belum cukup. Perlu kerja sama semua 
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pemangku kebijakan untuk urun rembug dalam mengekskalasi ketahanan bencana yakni usaha 

memperluas coverage cakupan asuransi bencana.  

Dari sisi pembangunan infrastruktur, pemerintah melalui Kemenpupera mendorong optimasi 

penerapan SNI 1726 tahun 2020 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur 

bangunan gedung dan non-gedung. Langkah paling awal adalah mensyaratkan standar tersebut dalam 

lelang pembangunan gedung-gedung milik pemerintah.  

Impelementasi SNI 1726 tahun 2020 akan mendorong sektor infrastruktur yang pro asuransi bencana. 

Apabila lingkungan ini sudah terwujud, pemerintah akan lebih mudah dalam mendorong tumbuhnya 

asuransi bencana. Selain itu, Pemerintah perlu mendorong adanya kredit perbankan yang pro terhadap 

usaha-usaha mitigasi bencana. Misalnya suku bunga khusus bagi pembangunan infrastruktur yang 

mengadopsi SNI 1726. Tidak ketinggalan juga adalah mendorong semakin besarnya green financing di 

Indonesia dimana penyaluran kredit didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara dan Daerah. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 247/PMK.06/2016 tentang 

Pengasuransian Barang Milik Negara. Aturan ini menjadi landasan Pemerintah baik pusat maupun daerah 

untuk mengasuransikan Barang Milik Negara. Peraturan ini setidaknya membuka captive market bagi 

pelaku industri jasa asuransi bencana. 

Usaha mencapai ketahanan bencana tidak melulu soal bagaimana bangunan atau asset tidak terdampak 

bencana, baik melalui pembangunan maupun asuransi. Kebijakan yang berada di luar ranah keuangan 

juga perlu digalakkan misal edukasi tentang bencana kepada masyarakat. Kurikulum pendidikan bisa 

menjadi jalan untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap bencana.Semakin teredukasinya 

masyarakat mengenai mitigasi bencana dan penanggulangannya, maka diharapkan ongkos bencana bisa 

dikiurangi dan proses pemulihannya menjadi lebih  cepat yang disertai kemudaha klaim polis asuransi 

bencana. 

File ini dapat diunduh melalui : http://lppi.or.id/produk/riset/  
Untuk korespondensi dan informasi lebih lanjut, hubungi :  
Divisi Corporate Secretary   
Telp: (021) 71790919 ext. 393 | Email: dcsc@lppi.or.id   
Website : www.lppi.or.id    
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Oleh karena itu, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusan pihak 
manapun. 
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